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RINGKASAN 

 

Partisipasi politik masyarakat turut menentukan pembangunan negara melalui 

keterlibatan seseorang maupun sekelompok orang pada penyelenggaraan pemilihan 

umum. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi selaku penyelenggara pendidikan 

khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo perlu melaksanakan suatu 

program berupa pengabdian kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini berupa 

pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2024 bagi masyarakat di wilayah teluk Tomini khususnya Kabupaten Boalemo. 

Tujuanya adalah untuk memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat guna 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga. Selain Penyuluhan Hukum 

yang berkaitan dengan hukum kepemiluan, dilakukan pula kerjasama mitra berkenaan 

dengan konsultasi dan pendampingan terhadap masalah yang dihadapi Desa. Manfaat 

pelaksanaan kegiatan ini adalah selain penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

nyata di masyarakat, juga sebagai wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk 

mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan 

masyarakat di desa serta memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk 

menginventarisir problematika maupun potensi di desa, guna menunjang kegiatan 

penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu. Tak hanya itu, sumbangsi 

pemikiran serta pemahaman ilmu kepada masyarakat ditujukan untuk pembangunan 

dan kemajuan desa melalui penerapan keilmuan, serta sebagai media pembelajaran 

dan penelitian selanjutnya bagi dosen. 
 

Kata Kunci : Partisipasi Politik; Masyarakat; Pemilu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem 

demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil 

presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak 

menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat 

memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, 

rahasia, dan otonom.1 Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem 

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan 

warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Jadi negara 

yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat 

karena kedaulatan berada ditangan rakyat.2 Negara yang berdemokrasi memiliki 

keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki 

peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam 

negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun 

Pemilihan Kepala Daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai 

                                                           
1 1A.Ubaedillah dan Abu Razak, Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (jakarta : 

ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202. 
2 1 Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), h. 116 
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keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam 

melakukan suatu kegiatan.3 

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau 

masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) 

antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang 

memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik 

seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, 

diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan 

syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum.4  

Negara demokrasi pada dasarnya menempatkan partisipasi politik sebagai 

indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh 

rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta 

demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa 

rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. 

Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan 

bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan 

kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap 

golongan putih (golput) dalam pemilu.  

Pemilu di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan 

menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan 

pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

                                                           
3 Remiswal, Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), h. 29 
4 S.M.Amin, Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981), h. 5-14 
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Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator 

implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat 

(kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta 

demokrasi (Pemilu). Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana 

demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil 

rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk 

mensejahterakan rakyat. 

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan pula sebagai kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, 

yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 

memberikan suara dalam pemilihan umum, mengahadiri rapat umum, menjadi 

anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan 

pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-

negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih 

banyak, maka akan lebih baik. Pada penerapannya, bahwa tingginya tingkat 

partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah 

politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat 

partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, 
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karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap 

masalah kenegaraan.5  

Pada hakikatnya Partisipasi politik adalah tindakan suka rela, penuh 

kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik 

terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. 

Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang 

demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran 

komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga. 

Selanjutnya partisipasi politik dipengaruhi beberapa hal sebagaimana dikutip 

Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews6 yaitu; 

a. Modernisasi disegala bidang.  

b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial  

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern, ide 

baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntuntan-tuntutan untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan suara.  

d. Adanya konflik diantara pemimpin yang bersaing memperebutkan kekuasaan 

dengan mencari dukungan massa.  

e. Keterlibatan pemerintah yang luas. 

Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum 

merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya 

suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses 

                                                           
5 Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 369 
6 Mohtar Mas’oed – Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik . Gadjah Mada University Press. 

Yogyakarta, 2011, 56-57 
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demokasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Perguruan Tinggi sebagai 

intitusi formal dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran dan 

tanggung jawab secara akademik dan sosial dalam mewujudkan Pemilu yang jujur 

dan adil yang diselenggarakan tahun 2024. Sagatlah penting manakala peran-peran 

strategis tersebut diwujudkan dalam pengabdian secara nyata dimasyarakat.  

Oleh karena itu melalui program Pengabdian Kolaboratif dengan tema 

“Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk 

Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024” dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pembangunan demokrasi di Indonesia khususnya bagi masyarakat. 

1.2 Tujuan  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka program dalam kegiatan 

Pengabdian Kolaboratif yang akan dilaksanakan yaitu :  

1. Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan, dan  

2. Bekerjasama Dengan Mitra Sehubungan Dengan Konsultasi dan 

Pendampingan Terhadap Masalah yang dihadapi Desa. 

 

1.3  Manfaat Pelaksanaan Program 

1. Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat. 

2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna 

melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di desa. 

3. Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir 

problematika maupun potensi di desa, guna menunjang kegiatan penelitian 

maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu.  
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4. Memberikan sumbangsi pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat untuk 

kemajuan desa. 

5. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta 

penelitian pada tahap selanjutnya. 

 

1.4  Sasaran Kegiatan 

Adapun sasaran diantaranya adalah seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki 

hak pilih, tokoh masyarakat, tokoh organisasi keagamaan, kepemudaan, dan lainnya serta 

kalangan seperti pemilih pemula. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN PROGRAM 

 

2.1 Target 

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik guna mewujudkan 

proses demokrasi di desa.  

2. Menyiapkan masyarakat yang tanggap dan partisipatif dalam menghadapi 

pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang. 

3. Masyarakat memahami dan menguasai regulasi berkaitan dengan hukum 

Kepemiluan yang berlaku di negara Indonesia.  

4. Target jangka panjang ialah mewujudkan demokrasi yang utuh bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

5. Adanya kemitraan antara Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas 

Hukum 

 

2.2  Luaran Program 

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah: 

1. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat (Masyarakat dan Aparat 

Desa); 

2. Implementation Agreement (IA) antara Desa dengan FH UNG; 

3. Laporan Wajib : 

- Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian 

- Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1  Persiapan dan Pembekalan 

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Persiapan, meliputi kegiatan; 

a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program 

Pengabdian Kolaboratif. 

b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan 

secara offline/online. 

c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif. 

2. Pembekalan 

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah: 

1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal coaching 

Peserta Pengabdian Kolaboratif.  

2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta 

Pengabdian Kolaboratif.   

3) Kegiatan Pembekalan meliputi: 

a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan. 

b. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan. 

c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksaanaan maupun 

implementasi program. 
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d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan 

Pengabdian Kolaboratif di lapangan.  

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Pelepasan oleh pihak Fakultas Hukum UNG. 

b. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan. 

c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif. 

d. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif. 

 

3.2  Uraian Program Pengabdian Kolaboratif  

dSesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut 

uraian program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:   

Tabel Program Kerja 

Lingkup Program 
 

Kegiatan 

Penyuluhan Hukum 

Terkait Hukum 

Kepemiluan. 

3.1.1 Melakukan Koordinasi dan Komunikasi 

bersama Aparat Desa 

3.1.2 Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan 

3.1.3 Melaksanakan Penyuluhan Hukum dan 

Diskusi Berkenaan dengan Masalah Pemilu, 

baik harapan dan tantangan. 

Pendampingan 

Terhadap Masyarakat  

 

1. Memberi masukan terhadap masalah yang 

dihadapi oleh Desa. 

2. Merekomendasikan kepada pemerintah desa 
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terkait potensi yang dapat dijadikan sebagai 

pembangunan desa. 

 

3.3 Rencana Aksi Program 

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam 

bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian Kolaboratif. 

Adapun jam kerja sebagai berikut : 

No Nama Pekerjaan Program Volume (JKEM) 

1 Mensikronkan jadwal 

pelaksanaan program dengan 

waktu yang disepakati bersama 

aparat desa, peserta dan 

sekaligus persiapan pelaksanaan 

program. 

Inventarisasi 

Program 

5 Jam (1 hari) 

2 Pelaksanaan Penyuluhan 

Hukum Terkait Hukum 

Kepemiluan. 

Penyuluhan 5 (1 hari) 

3 Pendampingan Terhadap 

Masyarakat  

Pendampingan 5 (1 hari) 

4 Persiapan Penarikan Peserta 

Pengabdian 

Persiapan 

Penarikan 

5 (1 hari) 

Total Volume Kegiatan 20 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

4.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Penyuluhan /Sosialisasi tentang Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik 

Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024 

dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal : Jumat/ 9 Juni 2023 

Pukul : 14.00-17.00 

Tempat : Aula kantor Desa Sipayo Kecamatan Paguat  Kabupaten Pohuwato 

Agenda : Penyuluhan/Sosialisasi dan Diskusi 

Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan kepada warga Desa Sipayo 

Kecamatan Paguat  Kabupaten Pohuwato tentang  Peningkatan Partisipasi dan 

Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 

2024  dihadiri oleh  warga. 

Daftar hadir peserta pada kegiatan tersebut ada pada Lampiran  

Materi sosialisasi adalah berupa slide Power Point dengan judul Peningkatan 

Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam 

Menghadapi Pemilu 2024. Sedangkan dokumentasi kegiatan terlampir an  
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4.2 Hasil Kegiatan 

Penyuluhan/sosialisasi tentang Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik 

Masyarakat Di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024 warga Desa 

Sipayo Kecamatan Paguat  Kabupaten Pohuwato. 

Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai 

pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Pemahaman dan penerapan secara 

langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan hasil dari 

penyuluhan/sosialisasi yang diberikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang diselenggarakan selama sehari, 

mendapat sambutan yang baik dari peserta. Keadaan ini dapat dilihat dari kehadiran 

peserta yang cukum memenuhi balai desa.  

Demikian laporan pengabdian ini disusun untuk menjadi bahan pijikan dalam 

meningkatkan potensi warga desa untuk mewujudkan desa mandiri. Disadari bahwa 

dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga masih 

jauh dari kesempurnaan, maka melalui kesempatan ini, penulis mengharap masukan 

demi perbaikan yang akan datang. 
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Tempat lahir : Batudaa , Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo 
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b. Kelurahan/Desa : Liluwo 

c.Kecamatan : Kota Tengah 

d. Kabupaten/ Kodya : Kota Gorontalo 
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f. telepon / 
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mailto:erman@ung.ac.id
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B. Pendidikan 

 S-1 S-2 S3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Negeri 

Gorontalo 

Universitas Sebelas 

Maret (UNS) 

Universitas 

Sebelas Maret 

(UNS) 

Bidang Ilmu Pendidikan 

Ekonomi 

HAN/HTN HAN/HTN 

Tahun lulus 1995 1996 2021 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Problematika Pasar 

Sentral Gorontalo   

“Implemtasi 

Kebijakan Peraturan 

Daerah Tentang 

Pencegahan Maksiat 

di provinsi Gorontalo 

Desain 

Penyelesaian 

Sengketa 

Admnistrasi 

Pemilihan 

Gubernur, 

Bupati dan 

Walikota Untuk 

Mewujudkan 

Sistem Keadilan 

Pemilu 

(Electoral 

Justice Sistem) 

Nama Pembimbing Prof. Drs. Kadir 

Abdusamad  

Prof. Dr. Soetiono,  

SH.,MH 

Prof. Dr. I.G.K. 

Ayu Rahmi,  

 

C. Pengalaman Pekerjaan 

NO Kegiatan Tahun 

1 Anggota KPU Kota Gorontalo 2003-2008 

2 Ketua KPU Kota Gorontalo 2013-2014  

4 Sekretaris Pansel Panwas Kab/Kota Se-Provinsi 2017 
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Gorontalo 

5 Nara Sumber diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan 

KPU Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo 

2015  sampai 

sekarang 

6 Nara Sumber diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu KPU Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo 

2015 sampai 

sekarang 

7 Saksi Ahli Pemilukada 2017 dan 2018 

8 Saksi Ahli Pemilu 2019 

9 Mengikuti Berbagai Kegiatan Forum Ilmiah Nasional 

Maupun Internasional tentang Kepemiluan 

2016 sampai 2019 

 

D. Pengalaman Menulis Karya Ilmiah 

NO KARYA ILMIAH JUDUL TAHUN 

1 Skripsi (S1) Pend. 

Ekonomi 

Pasar Sentral dan Permasalahannya 2005 

2 Skripsi (S1) Ilmu 

Hukum 

Kebijakan IMB di Kota Gorontalo 2013 

3 Tesis (S2) Ilmu 

Hukum 

Implementasi Kebijakan Perda Pencegahan 

Maksiat di Provinsi Gorontalo 

2006 

4 Disertasi (S3) Ilmu 

Hukum 

Desain Penyelesaian Sengketa Admnistrasi 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Untuk Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilu 

(Electoral Justice Sistem) 

2021 

4 Jurnal Perda dalam Perspektif Kebijakan Publik 2009 

5 Jurnal Penerapan Peraturan di desa 2010 

6 Jurnal Peran Perempuan dalam Pemilu 2014 

7 Buku Penerapan retribsi IMB di Gorontalo 2014 

8 Jurnal  Pemilukada Dalam Perspektif Hukum 

Administrasi Negara 

2015 

9 Prosiding The 2016 International Conference and Call 2016 
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for Papers (ICCP) UNS 

10 Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri 

Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 

651-666 

2018 

11 Prosiding  The 2nd International Conference on 

Technology, Education, and Social Science 

2018  (UNISRI) 

2018 

12 Prosiding  Bogor International Conference For Social Science 

(BICSS) 

2018 

13 Jurnal 

Internasional 

International Journal Of Scientific & 

Technology Research Volume 8, Issue 11, 

November 2019 Issn 2277-8616 (The 

Settlement Of Candidacy Disputes In The 

Election Of Governors, Regents, And Mayor 

To Realize The Electoral Justice System) 

2019 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.  

 

 

Gorontalo ,  Juli 2023 

Ketua Tim Penyusun 

 

 

 

Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH 
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Lampiran 1b. Biodata Anggota Tim  

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap 
Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson S.H., M.H., 

M.Kn 

2 Jenis Kelamin Laki-Laki 

3 Program Study Ilmu Hukum 

4 NIP 198903092019031011 

5 NIDN 0009038906 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 9 Maret 1989 

7 Alamat Rumah 
Jln Kalimantan RT02/03, Kec Kota Tengah 

Propinsi        Gorontalo 

8 Nomor HP 08114384538 

9 Nomor Telepon/Faks 0435-8259541 

11 Alamat e-mail taufiqsarsonlaw@ung.ac.id 

 
B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

Universitas 

Hasanuddin 

Makasssar  

Universitas 

Hasanuddin/Universitas 

Muslim Indonesia 

 

Bidang Ilmu 
Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum/ 

Magister Kenotariatan 

 

Tahun  2007-2012 2012-2016/2013-2017 

 



20 
 

Masuk-Lulus 

 

Judul Skripsi/ 

Thesis/ 

Disertasi 

Kajian 

Kriminologis 

Tindak Pidana 

Kekerasan 

Terhadap (Anak 

Studi Kasus Kota 

Gorontalo Tahun 

2007-2010) 

Perspektif 

Kriminologis Terhadap 

Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Oleh Anak 

(Studi Kasus di 

Wilayah Kota 

Gorontalo Tahun 2008 

– 2012)// Status Hukum 

Kepemilikan Sertifikat 

Hak Milik Atas Tanah 

Oleh Masyarakat Di 

Sekitaran Bantaran 

Danau Limboto Pasca 

Pendangkalan 

 

Nama 

Pembimbing 

/Promotor 

Prof Dr Said Karim 

SH MH  

Hijrah Adhyanti 

SH MH 

Prof Dr. H. Hambali 

Thalib SH, MH 

Dr. H. Muh. Kamal 

Hidjaz., SH, MH/ 

Prof.Dr.Farida 

Patittingi,S.H.,M.Hum 

Dr.Sri Susyanti Nur, 

S.H.,M.H. 
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C. Rekam Jejak Try Dharma Perguruan Tinggi 

Pendidikan/Pengajaran 

No Nama Matakuliah Wajib/ Pilihan SKS 

1 Hukum Pidana Wajib 4 

2 Hukum Acara Pidana Wajib 3 

3 Praktek Peradilan Pidana Wajib 3 

4 Pancasila Wajib 2 

5 Kewarganegaraan Wajib 2 

6 Hukum Agraria Wajib 4 

7 Etika Profesi Wajib 2 

8 Kejahatan Terhadap Harta Benda Wajib 3 

9 Kejahatan Terhadap Subyek 

Hukum 

Wajib 3 

10 Kriminologi/Viktimologi Wajib 2 

11 Hukum Pajak Wajib 2 

12 Sosiologi Hukum Wajib 2 

13 Hukum Acara PTUN Wajib 3 

14 Praktek PTUN Wajib 3 

15 Perancangan Kontrak Wajib 2 

16 Hukum Tindak Pidana Korupsi Wajib 2 

17 Perikatan Yang Lahir Dari Wajib 2 
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Kontrak 

18 Hukum Acara Perdata Wajib 3 

19 Delik Delik Diluar KUHP Wajib 2 

 

Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah (Juta 

Rp) 

1 2018 Eksistensi Kewenangan Majelis 

Kehormatan Notaris Terhadap 

Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan 

Notaris Yang Berhadapan Dengan 

Hukum Saat Menjalankan Jabatannya 

PNBP 20 

 

 

 

 

 

2 2019 Perindungan Hukum Terhadap 

Perempuan Sebagai Korban Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (Studi Kasus Uni PPA Polres 

Kota Gorontalo) 

PNBP 10 

3 2020 Analisis kriminologi perempuan 

sebagai pelaku tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga di kota 

Gorontalo (studi kasus polres kota 

gorontalo) 

PNBP 12,5 
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Lamp 2. Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














